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    ABSTRAK 
 
Nama Penyusun :  Abdul Haris Mubarak 
NIM :  50300107007 
Judul Skripsi  : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat  
      Tubuh di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
 
 Skripsi ini mengetengahkan sebuah analisis tentang Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Tubuh di PSBD Wirajaya Makassar yang disajikan 
melalui metode  deskriptif  kulitatif. Penelitian ini dimulai oleh penulis dengan asumsi bahwa 
walaupun hak dan kewajiban warga Negara diatur dalam Undang-undang, tetapi tetap saja 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, khususnya penyandang cacat tubuh cenderung 
merasa tersisi oleh karena cacat yang dialami walaupun penyandang cacat tersebut mampu 
melaksanakan seluruh fungsi sosialnya seperti manusia normal lainnya. Selama ini, 
kebijakan-kebijakan yang menyangkut aksesibilitas para penyandang cacat (disabled  
persons) di tempat-tempat pelayanan umum di Indonesia, tampaknya sebagian besar masih 
sebatas wacana. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997,  pasal 1 ayat 1 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 ayat 1. 
Secara umum penelitian ini mencoba mengungkap masalah-masalah terkait dengan 
kondisi pemberian (metode) pembinaan, pekerja sosial, fasilitas serta sarana dan prasana 
yang dimiliki oleh PSBD Wirajaya Makassar melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut 
kemudian dipaparkan dengan menggunakan analisis induktif, analisis deduktif dan analisis 
komparatif. 
Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Panti Sosial yang menangani 
Penyandang Cacat Tubuh yaitu Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar tetap 
memprioritaskan sasaran kerja yaitu upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 
Cacat Tubuh yang telah berjalan dengan maksimal. Terkait perencanaan dan penyusunan 
program kerja, PSBD Wirajaya Makassar melakukan beberapa hal ternik yang teratur. Yang 
paling utama dalam melakukan perumusan program adalah melakukan melakukan evaluasi 
lapangan, kemudian mengelolah data dan merumuskan program kerja yang tepat sasaran. 
Kendala Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar adalah Pebedaan Tingkat Intelektual 
anak yang menonjol, Perbedaan Latar Belakang Budaya klien serta Masih terbatasnya 
Pekerja Sosial sebagai tenaga pelatih dan pendamping klien pada pembinaan keterampilan 




 BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Pada dasarnya di mata Allah, Manusia mempunyai kesamaan derajat dan hak. 
Namun jika diukur dengan ketaqwaan, maka derajat manusia akan berbeda. Hal ini 
telah  dijelaskan oleh Allah swt dalam Q.S. Al-Hujurat/12:13 
                                    
                    
 
Terjemahannya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 




Ayat tersebut menjelaskan akan kesamaan manusia tanpa melihat adanya 
strata sosial yang membedakan manusia di mata Tuhan. Namun ada syarat yang harus 
dicapai untuk mendapatkan derajat yang lebih di mata Tuhan. Derajat tersebut adalah 
kedekatan terhadap Tuhan dengan cara bertaqwa kepada-Nya. 
Ayat di atas juga tidak membedakan manusia dari sisi paras wajahnya yaitu 
cantik atau tidaknya seseorang, tidak pula membedakan kaya atau miskinnya 
                                                          
1
  Al-Qur’an & Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 2002) h.745 
 seseorang, tetapi semuanya sama di mata Allah kecuali derajat yang baik bagi orang 
yang bertaqwa dan sebaliknya, derajat yang hina bagi orang yang tidak bertaqwa. 
Jika dihadapkan pada kehidupan bermasyarakat, tentu akan senantiasa ada 
perbedaan perlakuan, entah karena perbedaan fisik berupa cacat atau tidaknya 
seseorang, perbedaan usia, paras wajah, tingkat kecerdasan intelektual, bahkan strata 
sosial cenderung menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda di mata masyarakat.   
Jika dipandang dari kacamata sosial, maka manusia cenderung diklaim 
sebagai mahluk yang bermasyarakat. Dengan demikian, manusia memiliki peran serta 
keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Peran yang seperti inilah yang membuat 
manusia diklaim sebagai mahluk sosial. Namun akan jauh berbeda jika salah satu 
manusia dalam suatu lingkungan tidak dapat  melaksanakan salah satu fungsi 
sosialnya. Seseorang yang dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya bisa 
disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya ialah bagi penyandang cacat tubuh, 
orang yang jiwanya terganggu dan lain-lain. Namun ada kecenderungan yang timbul 
di dalam masyarakat akan adanya perlakuan yang berbeda terhadap orang yang 
kurang beruntung. Orang yang kurang cerdas merasa segan terhadap orang yang 
cerdas, orang yang berparas cantik merasa tinggi hati terhadap orang yang kurang 
cantik. Bisa juga orang cacat merasa minder terhadap orang yang sempurna fisiknya, 
meskipun orang kebanyakan tidak bersikap negatif terhadap kaum kurang beruntung. 
Persoalan yang kemudian muncul ialah, walaupun hak dan kewajiban warga 
Negara diatur dalam undang-undang, tetapi tetap saja penyandang masalah 
kesejahteraan sosial, khususnya penyandang cacat cenderung merasa tersisi oleh 
 karena cacat yang dialami walaupun penyandang cacat tersebut mampu 
melaksanakan seluruh fungsi sosialnya seperti manusia normal lainnya. 
Penyandang cacat merupakan salah satu masalah kesejahteraan Sosial yang 
sangat penting untuk segera diatasi mengingat populasinya yang cukup besar dalam 
masyarakat, terutama bagi  mereka yang menyandang cacat tubuh (fisik).
 2
 
Dengan adanya kondisi sosial seperti ini, tentunya dibutuhkan peran Pekerja 
Sosial secara berkesinambungan dan menyeluruh, terpadu dan sinergis baik dari 
pihak sosial melalui Kementerian Sosial Propinsi serta lembaga-lembaga sosial 
pemerintah, maupun lembaga sosial non pemerintah. 
Di dalam implementasinya, tidak banyak perencana dan pengelola pusat-pusat 
pelayanan umum di kota-kota besar, baik pemerintah maupun swasta, yang 
menyadari, betapa pentingnya menyediakan prasarana dan sarana aksesibilitas standar 
bagi para penyandang cacat fisik ini apalagi di kota-kota kecil. Ironisnya lagi, di 
lembaga-lembaga pendidikan mulai sekolah dasar hingga pendidikan tinggi seperti 
universitas, aksesibilitas bagi para penyandang cacat fisik ini juga tidak banyak 
memperoleh perhatian dari pihak perencana dan pengelola
3
. Di pihak lain, sebagian 
besar para penyandang cacat, tampaknya belum atau kurang menyadari akan hak 
mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-
tempat umum, sehingga mereka mampu melaksanakan aktifitasnya sebagaimana 
                                                          
2
 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Kuningan. Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial, ―Situs Resmi Kementerian Sosial RI, www.kuningankab.go.id  sosial-
kemasyarakatan  penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial (20 maret 2011) 
3
 Achmad Rudiansyah, Perencanaan Rute dan Jadwal Kendaraan untuk Transportasi 
Bagi Penyandang Cacat (Surabaya: Teknik Industri ITS, 2005). H. 25 
 orang normal lainnya. Selama ini para penyandang cacat tubuh, tidak banyak 
menuntut, bahkan pasrah dengan kondisi mereka, meski sebenarnya mereka memiliki 




Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah lama merencanakan dan banyak 
melaksanakan program dan usaha-usaha kesejahteraan sosial (UKS) bagi para 
penyandang masalah kesejahateraan sosial (PMKS), termasuk para penyandang cacat. 
Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik melalui sistem panti dan luar 
panti, serta berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup 
penyandang cacat telah banyak pula dilakukan. Namun semua itu belum cukup untuk 
mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang ditindak lanjuti dengan UU 
No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan dilengkapi dengan Peraturan 
Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Cacat. 
Data penyandang cacat tahun 2006 di Indonesia sebanyak 2.810.212 orang 
dengan kecenderungan terus meningkat. Secara umum penyandang cacat mempunyai 
potensi untuk dapat dikembangkan hingga mandiri. Sedangkan jumlah penyandang 
cacat ganda berdasarkan data BPS tahun 2000 sebanyak 163.232 orang
5
. Untuk para 
penyandang cacat ganda, perlu adanya perlakuan khusus karena kondisi kecacatannya 
                                                          
4
 Merrylusianaoktaviani Upaya Pemberian Layanan Pendidikan  Khusus 
http://merrylusianaoktaviani.wordpress.com/page/3/ (28 april 2011) 
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 Pemberian bantuan bagi penyandang cacat berat. http://tkskjatikalen nganjuk 
blogspot.com/2010/09/pemberian-bantuan-bagi-penyandang-cacat.html. maret 2011 
 sudah tidak bisa lagi direhabilitasi dan kehidupannya sangat tergantung pada keluarga 
dan atau orang dekat lainnya. Mereka mutlak perlu bantuan orang lain. Mereka 
terkendala dalam berkomunikasi, bermobilisasi serta bersosialisasi dengan bagian 
masyarakat lainnya, termasuk sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dapat 
mengakses pelayanan kesehatan, pangan, pendidikan dan layanan sosial lainnya. 
Mereka sangat membutuhkan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial secara memadai 
dan manusiawi. 
Selama ini, kebijakan-kebijakan yang menyangkut aksesibilitas para 
penyandang cacat (disabled  persons) di tempat-tempat pelayanan umum di 
Indonesia, tampaknya sebagian besar masih sebatas wacana. Padahal di dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997,  pasal 1 (ayat 1) dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 (ayat 1) dengan tegas dinyatakan bahwa 
―Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna 
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan‖ 
sebagaimana warga masyarakat lainnya.
6
 
Data penyandang cacat di Indonesia tahun 2006 yang menunjukkan sebanyak 
2.810.212 orang dengan kecenderungan terus meningkat, dengan demikian pelayanan 
sosial tentunya juga harus lebih ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas. Negara melalui Kementerian  Sosial Republik Indonesia yang kemudian 
memiliki Instansi Dinas Sosial Provinsi, sampai pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, 
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 . Media Elektronik Sekretariat Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 
tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/442. 23 Juli 2001 
 Secara keseluruhan lembaga tersebut memiliki program perencanaan peningkatan 
kesejahteraan sosial. Namun pada tatarannya, aplikasi perencanaan sosial tersebut 
belum jelas terlihat di lapangan (khususnya dikota Makassar) masih banyak 
penyandang cacat yang berkeliaran di jalan meski telah memakai kaki palsu (khusus 
bagi cacat tubuh yang banyak terlihat di pinggiran jalan). Bukannya tanggung jawab 
Negara melalui Dinas Sosial tersebut selesai pada tataran penanganan cacat, tapi 
justru masalah sosial lainnya juga muncul menyertai permasalahan awal tadi. Di 
jalan, terlihat bahwa penyandang cacat tersebut mengemis, seolah-olah mereka adalah 
tuna wisma atau bahkan anak/orang tua terlantar yang juga bagian dari penyandang 
masalah kesejahteraan sosial. Jelas bahwa dengan penanganan yang kurang maksimal 
justru akan beresiko lebih parah misalnya penyandang cacat tersebut setelah dibina 
melalui Panti Sosial Bina Daksa (panti khusus bagi penyandang cacat di Indonesia) 
jika dibina hanya berdasarkan lama waktu pembinaan saja tanpa mempertimbangkan 
kematangan keterampilan klien, atau rehabilitasi dari permasalahan klien yang juga 
penting untuk menghilangkan rasa rendah diri klien (penyandang cacat), maka 
penyandang cacat tubuh tersebut belum dapat dinilai mampu menjalankan wira usaha 
sesuai dengan skill masing-masing 
Kebijakan pemerintah melalui lembaga-lembaga sosial, baik  lembaga sosial 
pemerintah, maupun lembaga sosial non pemerintah sangat penting untuk dikaji 
aplikasinya, mengingat antara Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan 
sosial dan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat jelas arah dan tujuannya. 
 Kebijakan pemerintah menyangkut Sosial Works (Pekerja Sosial) sangat 
dibutuhkan partisipasinya, baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, 
mewakili lembaga maupun instansi pelayanan sosial karena  memang profesinya 
selaku pekerja sosial. Tentunya sangat penting untuk memiliki bekal yang mapan 
dalam hal pembinaan klien. Hal ini penting karena kejadian (penyandang cacat yang 
turun kejalan kemudian berprofesi sebagai pengemis) sebagaimana tergambar di atas, 
tidak mutlak karena kesalahan pemerintah. 
Objek lain juga menjadi sumber informasi adalah penyandang cacat itu 
sendiri. Meskipun PPSBD (Pusat Pelayanan Sosial Bina Daksa) Wirajaya Makassar 
telah berpengalaman dalam menangani klien, tetapi mahasiswa Kesejahteraan Sosial 
juga mampu melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan pekerja sosial 
tersebut. Walau pengalaman di lapangan masih minim, tetapi teori-teori yang 
didapatkan dibangku perkuliahan yang dipadukan dengan realitas yang terlihat di 
jalan menjadi patokan dan bisa menjadi bahan acuan bagi pekerja sosial untuk 
menjalankan profesinya. 
Agar tidak terjebak pada dikotomi berfikir, maka seluruh aspek, baik 
kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kepala Panti Sosial Bina Daksa 
Wirajaya Makassar, proses pelayanan profesi Pekerja Sosial,  maupun anak didik 
yang  dalam hal ini adalah Klien PSBD Wijrajaya Makassar, harus memberikan 
informasi yang jelas tentang aplikasi perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial 
penyandang cacat di PSBD Wjrajaya Makassar. 
 
 B. Rumusan dan Batasan Masalah 
Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, 
yaitu ―Bagaimana Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial 
Bina Daksa Wirajaya Makassar terhadap Penyandang Cacat Tubuh di Makassar, 
dengan sub masalah sebagai berikut: 
1. Upaya-upaya apa yang dilakukan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
Makassar dalam meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh? 
2. Bagaimana penyusunan dan penerapan Perencanaan Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Panti Sosial Bina Daksa dalam 
melayani Klien?. 
3. Masalah-masalah apa yang dihadapi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat tubuh? 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memperjelas arah dan maksud pembahasan, maka penulis akan 
menguraikan secara rinci pengertian beberapa kata yang terdapat dalam judul 
―Peningkatan Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
Makassar terhadap penyandang Cacat Tubuh” yakni: 
1. Kesejahteraan Sosial, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para 
ahli tentang pengertian kesejahteraan sosial, adapun diantranya adalah : 
 a. Segel dan Bruzy ―Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari 
suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan 
ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat‖. 7 
b. Sedangkan menurut Midgley menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial 
adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur 
sebagai berikut. Pertama, bagaimana masalah-masalah sosial 
dikendalikan?, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi? dan, 
ketiga, bagaimana menyediakan sarana untuk maju tersedia. Tiga unsur 
ini berlaku bagi individu-individu, keluarga,-keluarga, komunitas-
komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat.
8
 
c. Wilensky dan Lebeaux merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem 
yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga 
sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan 
kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang 
memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan 
sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu 
pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan 
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2. Panti adalah tempat mengasuh, tempat memelihara, mendidik dan 
mengajar anak (orang tertentu dalam kasus).
10
 Sosial adalah istilah untuk 
segala sesuatu yang menyagkut aspek hidup masyarakat.
11
 Jadi panti sosial 
dapat diartikan sebagai tempat pelayanan kesejahteraan masyarakat tempat 
memelihara, mendidik dan mengajar beberapa kasus dari Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial. 
3. Bina Daksa (nama panti sosial) adalah Panti Sosial yang memberi 
pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien, 
meliputi : makan, tempat tinggal,  pakaian,  pendidikan,  dan kesehatan 
yang terkhusu kepada penyandang cacat tubuh dan berumur di atas 17 
tahun. 
4. Cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai dan mutunya berkurang, 
sedangkan Cacat Tubuh adalah kerusakan pada tubuh seseorang, baik 
badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan 
bentuk mapun kurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena 
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 gangguan penyakit semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang 
nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri.
12
 
Mengenai Cacat, Departemen Sosial membagi kedalam dua bagian 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu anak cacat dan penyandang 
cacat. Anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, 
yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, 
penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental (PMKS thn. Sampai 
tahun 2005) selanjutnya Dinas Sosial mendefinisikan anak cacat sebagai anak yang 
berusia 5-21 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 
aktivitas sebagaimana layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang 
cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. 
Selain anak cacat, dalam PMKS ada juga yang namanya penyandang 
cacat yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang 
dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan sesuatu secara layaknya yang terdiri dari : penyandang cacat fisik 
(penyandang cacat mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara), 
penyandang cacat mental (penyandang cacat mental eks psikotik dan 
penyandang cacat mental retardasi): penyandang cacat fisik dan mental.
 
Seseorang yang mengalami  kelainan fisik  atau  mental  sebagai 
akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan)   sehingga 
menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.  
penyandang  cacat  terdiri dari penyandang Cacat  fisik, penyandang cacat 
mental,  penyandang cacat fisik dan  mental terdekatnya, dan  terancam baik 
secara fisik maupun non fisik.
 13
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 Kriteria di atas adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Untuk 
penyandang cacat tubuh yaitu salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial 
yang khusus ditangani oleh Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar.  
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga pada 
dasarnya memiliki tujuan tertentu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina 
Daksa Wirajaya Makassar dalam melakukan peningkatan 
Kesejahteraan Sosial kliennya. 
b. Untuk mengetahui model penyusunan dan perencanaan Panti Sosial 
Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam melayani kliennya. 
c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh Panti Sosial 
Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam meningkatkan Kesejahteraan 
Sosial Penyandang Cacat Tubuh. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Memberikn informasi tentang bagaimana aplikasi perencanaan 
peningkatan kesejahteraan Sosial Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
terhadap penyandang cacat tubuh di Makassar. 
 b. Memberikan informasi atau data seputar masalah-masalah yang dihadapi 
Panti Sosial Bina Daksa Wirjaya Makassar dalam menigkatkan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Tubuh. 
E. Garis-garis besar isi skripsi 
Untuk memudahkan memahami dan membahas judul ini maka penulis akan 
memberikan gambaran umum dalam bentuk garis-garis besar isi skripsi yaitu : 
Bab I adalah Bab pendahuluan yang dimulai dengan latarbelakang masalah, 
rumusan dan batasan masalah, defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian, 
tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis besar isi skripsi. 
Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Dasar, Tujuan, Konsep Kesejahteraan Sosial serta 
dasar hukum perlindungan Penyandang Cacat oleh pemerintah melalui Kementrian 
Sosial, khususnya Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar yang khusus 
menangani masalah Penyandang Cacat di Indonesia Timur. 
Bab III membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, metode 
pendekatan, metode pengumpulan data serta metode pengolahan dan analisis data. 
Bab IV membahas tentang uraian hasil penelitian yang meliputi dokumentasi 
profil PSBD Wirajaya Makassar, upaya peningkatan kesejahteraan sosial Panti, 
Penyusunan dan Penerapan Perencanaan atau Program Panti serta masalah-masalah 
yang dihadapi PSBD dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 
Tubuh 



























A. Pengertian Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tanggunjawab kita semua. Secara 
garis besar, kesejahteraan sosial adalah tercapainya kebutuhan kesehatan, pendidikan, 
ekonomi, sosial, kebebebasan beragama dan lain-lain. Upaya dalam mewujudkannya 
dapat kita lakukan dengan berbagai cara dan metode. Untuk pengentasan kemiskinan 
misalnya dapat kita lakukan dengan melakukan usaha kecil pada tiap rumah tangga 
sehingga perekonomian dapat berjalan lacar, begitupun peningkatan kualitas 
pendidikan dapat dilakukan dengan mengubah pola pendidikan dengan pendekantan 
berbasis multi dimensi dan pendidikan berbasis praktek, begitupun untuk mencapai 
tarap kesejahteraan sosial dibidang kesehatan dan lain-lain. 
Tentang kesejahteraan sosial, berikut ini ada beberapa pendapat para ahli 
tentang ilmu dan organisasi kesejateraan sosial yaitu: 
“The goals of sosial welfare is to fulfill the sosial, financial, health, and 
recreational requirements of all individual in a society. Sosial welfare seeks to 
enhance the sosial functioning of all age groups, both rich and poor. When other 
institutions in our society (such as the market economy and the family) fail at times to 
meet the basic needs of individuals orgroups of people, sosial services are needed 
and demanded…Almost all sosial workers are employed in the sosial welfare field. 
There are, however, many other professional and occupational groups working in the 
field.” Charles, H. Zastrow, The Practice of Sosial Work 14 
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 Apa yang ada dalam benak kita manakala mendengar atau membaca istilah 
kesejahteraan sosial? apakah kita memandang kesejahteraan sosial sebagai kondisi 
kehidupan, kegiatan yang terorganisir, atau sebagai sebuah ilmu? Dengan 
memfokuskan kesejahteraan sosial sebagai sebuah disiplin akademis, dalam penulisan 
skripsi ini akan membahas dimana posisi ilmu kesejahteraan sosial dalam konteks 
ilmu sosial terapan; bagaimana peranannya terhadap peningkatan suatu kondisi 
bangsa yang lebih sejahtera;  
 ―Kesejahteraan sosial‖ sosial welfare memiliki arti yang berbagai wajah. Ia 
dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang.
15
 Kesejahteraan sosial dapat 
diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang 
pembangunan sosial. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial biasanya merujuk pada 
arena atau field of practice tempat berkiprah berbagai profesi kemanusiaan, termasuk 
pekerja sosial, dokter, perawat, guru, psikolog, dan psikiater. Di negara-negara maju, 
kesejahteraan sosial sangat identik dengan jaminan sosial sosial security, seperti 
public assistance dan sosial insurance, yang diselenggarakan negara terutama untuk 
kaum yang kurang beruntung disadvantaged groups. Di Indonesia, kesejahteraan 
sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni 
terpenuhinya kebutuhan pokok manusia
16
.  
Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang 
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 mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan program-program pelayanan 
sosial. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi 
pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya 
mengembangkan basis, pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, 
penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Pada masa awal perkembangannya, 
kesejahteraan sosial memiliki basis ilmu yang dikembangkan dari berbagi disiplin 
ilmu sosial, terutama filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. 
Belakangan ini, bidang studi kesejahteraan sosial telah sangat aktif 
menyelenggarakan berbagai proyek penelitian dan pengembangan keilmuannya yang 
semakin spesifik. Sebagai contoh, lembaga kesejahteraan sosial adalah primary 
setting bagi pekerja sosial dan secondary setting bagi profesi lain. Di sebuah lembaga 
rehabilitasi pecandu NAPZA (Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau lembaga 
perawatan anak, pekerja sosial adalah profesi utama. Sedangkan dokter, psikolog, dan 
guru yang bekerja di sana adalah profesi penunjang. Rumah sakit adalah primary 
setting bagi dokter dan secondary setting bagi profesi lain. Profesi utama yang 
bekerja di rumah sakit adalah dokter. Profesi lain yang biasanya terlibat dalam bidang 
pelayanan kesehatan adalah perawat, akuntan, dan pekerja sosial medis. Begitu juga 
di sekolah. Selain guru, juga terdapat psikolog, administrator, dan dokter yang sering 
terlibat atau bekerja di sekolah. 
Gambaran tersebut di atas memberikan ilustrasi bahwa hampir seluruh 
kegiatan manusia diarahkan untuk mencapai tarap Kesejahteraan Sosial, dengan 
demikian pola atau tingkah laku manusia hampir keseluruhan dapat mengalami 
 hambatan maupun kemapanan tergantung pola laku individu tersebut terhadap 
lingkungannya serta kebijakan yang melingkupinya. 
Terkait dengan rencana peningkatan kesejahteraan sosial PSBD Wirajaya 
Makassar, maka tentunya Pihak Pegawai dan Pekerja Sosial Panti memiliki upaya-
upaya khusus untuk melakukan program peningkatan kualitas sumber daya manusia 
anak didiknya menuju penyandang cacat yang sejahtera. 
Selain gambaran umum tersebut di atas, juga terdapat beberapa model 
pelayanan sosial untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, adapun modelnya 
adalah sebagai berikut. 
1.  Latar Belakang perlunya pengembangan model dan metode pelayanan 
Apabila orang yang sedang mengalami masalah sosial itu tidak dapat 
mengatasi masalahnya sendiri karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk itu, 
maka diperlukan adanya perhatian dan bantuan dari pihak/orang lain. Bantuan 
tersebut bisa diberikan oleh keluarganya, tetangganya, lembaga/badan/organisasi 
sosial, keagamaan, dll. Seseorang individu, suatu keluarga atau suatu 
lembaga/badan/organisasi yang memberikan bantuan atau pelayanan dalam bentuk 
apapun kepada seseorang yang sedang mengalami sesuatu masalah sosial, berarti 
mereka sedang atau telah melakukan praktek pekerjaan sosial dalam arti yang 
sederhana dan tardisional maupun yang bersifat kompleks dan profesional
17
. 
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 Pada waktu yang lalu pekerjaan sosial dilakukan atas dasar belas kasihan dan 
ajaran agama oleh individu dan badan-badan keagamaan, badan sosial, masyarakat 
maupun pemerintah yang kemudian berkembang menjadi pekerjaan sosial 
profesional. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 
penerima pelayanan menghendaki: 
a. Pelayanan yang tepat, cepat, dan profesional. 
b. Pelayanan yang berorentasi pada kompetensi. 
c. Pelayanan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia. 
d. Pelayanan yang berdimensi keadilan dan pemberdayaan. 
e. Pelayanan yang berorentasi kepada kebutuhan klien dan lain-lain. 
2. Pengertian Istilah dalam pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial. 
a. Praktek pekerjaan sosial merupakan penerapan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan 
teknik-teknik pekerjaan sosial secara profesional untuk mencapai 
menolong/membantu orang, kelompok, dan masyarakat mendapatkan 
pelayanan dan meningkatkan pelayanan sosial. 
b. Fungsi sosial menggambarkan tentang; cara-cara individu atau kelompok-
kelompok orang, keluarga, kumpulan orang dan masyarakat, bertingkah laku 
atau bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. 
c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu Semua bentuk kegiatan pelaksanaan 
                                                                                                                                                                     
 
 usaha dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara profesional, 
yang meliputi: 
1) Penyuluhan dan bimbingan sosial,Penyembuhan dan pemulihan sosial, 
2) Penyantunan dan penyediaan bantuan sosial,Pengembangan nilai-nilai, 
potensi dan sumber kesejahteraan sosial,Pengorganisasian, 
3) pengadministrasian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial. 
4) Perumusan kebijakan dan perencanaan program kesejahteraan sosial. 
Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan 
dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan 
pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan 
untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya
18
. 
3. Metode Pekerjaan Sosial terdiri dari: 
a. Sosial Case Work 
Bimbingan sosial individu/perseorangan adalah suatu rangkaian pendekatan 
teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami 




Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah: 
1) Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati 
penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya. 
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 2) Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan 
menerima informasi. 
3) Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien 
sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu 
dengan individu lainnya. 
4) Pertisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu 
mengatasi permasalahan klien. 
5) Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang 
diberikan oleh klien. 
6) Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon 
klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional. 
Pekerja sosial profesional yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman 
menggunakan metode bimbingan sosial perorangan ini akan menghindari sejauh 
mungkin bias-bias subyektifitas dan interest pribadi. Beberapa peranan pekerja sosial 
profesional yang menerapkan bimbingan perorangan adalah: 
1) Broker, membantu memberikan pelayanan sosial kepada klien. 
2) Mediator, menghubungkan klien kepada sumber-sumber pelayanan sosial. 
3) Public educator, memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai 
masalah dan pelayanan sosial. 
4) Advocate, membela klien memperjuangkan haknya memperoleh 
pelayanan atau menjadi penyambung lidah klien agar lembaga respon 
 memenuhi kebutuhan klien. 
5) Outreach, pekerja sosial mendatangi atau menjangkau pelayanan. 
6) Behavioral specialist, sebagai ahli yang dapat melakukan berbagai strategi 
atau teknis mengubah perilaku seseorang. 
7) Konsultan, memberikan nasehat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan 
atau pemecahan masalah. 
8) Konselor, memberikan konseling kepada klien. 
b. Sosial Group Work 
Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang 
tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, 
pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok 
digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri 
dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu 
kelompok mencapai tujuannya. Beberapa prinsip bimbingan sosial kelompok antara 
lain: 
1) Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu 
kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan 
pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang 
menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat 
hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan 
kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam 
pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok. 
 2) Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial 
kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan 
dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara 
harapan dan kemampuan kelompok. 
3) Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus 
dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-
anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan 
menerima anggota kelompok sebagaimana adanya. 
4) Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil 
keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan 
sesuai dengan kemampuannya. 
5) Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus 
didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami 
oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. 
6) Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di 
masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman 
kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. 
Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program 
atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban 
 terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.
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Tugas-tugas bimbingan sosial kelompok meliputi; 
1) Membentuk kelompok dalam memahami tujuan dari badan sosial yang 
menyelenggarakan bimbingan sosial kelompok itu dan sampai sejauh 
mana dapat memberikan keuntungan bagi pencapaian tujuan kelompok. 
2) Membantu kelompok dalam merumuskan sasaran kerja, maksud dan 
tujuan kelompok. 
3) Membantu kelompok dalam mengembangkan jiwa kelompok dan 
kesadaran para anggota kelompok. 
4) Membantu kelompok untuk menyadari kemampuan dan kelemahannya 
sehingga ia dapat mengambil keputusan sesuai tingkatnya. 
5) Membantu kelompok untuk mengetahui atau mengenal persoalan-
persoalan yang terjadi di dalam kelompok. 
6) Membantu kelompok untuk berusaha menyempurnakan organisasi, 
kemudian membantu para pemimpinnya memahami tugas. 
7) Membantu kelompok dalam usahanya untuk memperoleh sumber-sumber 
yang diperlukan. 
8) Membantu individu-individu untuk saling menerima temannya dan saling 
bergaul dengan penuh tanggung jawab sebagai sesama anggota kelompok.
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 c. Community Organization 
Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan 
sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui 
pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan 
dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut 
cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat 
seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang 
perlu diperhatikan dalam metode ini adalah: 
1) Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di 
masyarakat. 
2) Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. 
3) Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama 
dalam pelaksanaan program. 
4) Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, 
pengembangan dan dukungan. 
B. Konsep Dasar dan Tujuan Kesejahteraan Sosial 
Mengenai Cacat, Departemen Sosial membagi kedalam dua bagian 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu anak cacat dan penyandang 
cacat. Anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, 
yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, 
penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental (PMKS thn. Sampai 
 tahun 2005) selanjutnya Dinas Sosial mendefinisikan anak cacat sebagai anak yang 
berusia 5-21 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 
aktivitas sebagaimana layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang 
cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. 
Selain anak cacat, dalam PMKS ada juga yang namanya penyandang cacat 
yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 
sesuatu secara layaknya yang terdiri dari : penyandang cacat fisik (penyandang cacat 
mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara), penyandang cacat mental 
(penyandang cacat mental eks psikotik dan penyandang cacat mental retardasi): 
penyandang cacat fisik dan mental.
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Seseorang yang mengalami  kelainan fisik  atau mental sebagai akibat dari  
bawaan  sejak  lahir maupun lingkungan (kecelakaan)   sehingga menjadi  hambatan  
untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.   
Penyandang  cacat  terdiri   dari   penyandang Cacat  fisik, penyandang cacat 
mental,  penyandang cacat fisik dan  mental terdekatnya, dan  terancam baik secara 
fisik maupun non fisik.  
Istilah lain yang dianggap berkaitan erat dengan penelitian ini adalah antara 
lain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, 
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 kelompok maupun masyarakat yang karena hambatan, kesulitan atau gangguan 
sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak 
terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. 
Hambatan atau kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, 
keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak seperti 
bencana alam atau bencana sosial. 
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah segala sesuatu 
yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah dan menangani permasalahan 
kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik berupa 
sumber daya manusia, sumber daya alam maupun organisasi sosial. 
Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan 
kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan 
mengembangkan kesejahteraan sosial.  
Pekerjaan Sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung 
jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi antara 
orang/sekelompok orang dengan lingkungan sosial mereka sehingga memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengatasi kesulitan dan 
mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai mereka. 
C. Dasar Hukum Perlindungan Penyandang Cacat 
Adapun dasar hukum perlindungan penyandang cacat adalah sesuai dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 
Adapun terkait dengan pasalnya adalah sebagai berikut: 
 1. Ketentuan Umum 
Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
a. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau 
mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 
baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (1) penyandang 
cacat fisik, (2) penyandang cacat mental dan (3) penyandang cacat fisik dan 
mental. 
a. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang 
disandang seseorang. 
b. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada 
penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala 
aspek kehidupan dan penghidupan. 
c. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna 
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. 
d. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 
memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 
e. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat 
yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan 
taraf kesejahteraan sosialnya. 
 f. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan 
pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat 
mewujudkan taraf hidup yang wajar.
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2. Landasan, Asas, dan Tujuan 
Pasal 2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Pasal 3. Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan 
dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan 
merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, 
kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pasal 4. Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan 




3. Hak dan Kewajiban 
Pasal 5. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama 
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
Pasal 6. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:  (1) Pendidikan pada 
semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan 
yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan 
kemampuannya; (3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 
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 menikmati hasil-hasilnya; (4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak 
yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan 
sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan 
masyarakat. 
Pasal 7. (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat ―1‖ pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat 
kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. 
Pasal 8. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan 
terwujudnya hak-hak penyandang cacat.
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4. Kesamaan Kesempatan 
Pasal 9. Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam 
segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
Pasal 10. (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala 
aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. (2) 
Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan 
yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. (3) 
Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ―1‖ dan ayat ―2‖ 
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 diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara 
menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. 
Pasal 11. Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk 
mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai 
dengan jenis dan derajat kecacatannya. 
Pasal 12. Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan 
yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, 
dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta 
kemampuannya. 
Pasal 13. Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk 
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. 
Pasal 14. Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan 
perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang 
cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan 
kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau 
kualifikasi perusahaan. 
Pasal 15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan 
Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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 5. Upaya 
Pasal 16. Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya; (1) 
rehabilitasi; (2) bantuan sosial; (3) pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
Pasal 17. Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan 
mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, 
pendidikan, dan pengalaman. 
Pasal 18. (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ―1‖ meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial. (3) Ketentuan 
mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ―1‖ dan ayat 
―2‖ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 19. Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar 
dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 
Pasal 20. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan 
kepada : ―1‖ penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum 
bekerja; penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki 
keterampilan, dan belum bekerja. (2) Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, 
dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ―1‖ 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 Pasal 21. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian 
perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup 
yang wajar. 
Pasal 22. (1)Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak 
dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain. (2) 
Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat-syarat pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ―1‖ diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
6. Pembinaan dan Peran Masyarakat 
Pasal 23. (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap 
upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. (2)Pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ―1‖ mencakup segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. 
Pasal 24. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, 
penyuluhan, bimbingan, bantuan, perizinan, dan pengawasan. 
Pasal 25. (1) Masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. (2) Masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 
 Pasal 26. Ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Pasal 27. (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang 
mempekerjakan penyandang cacat. (2) Penghargaan diberikan juga kepada lembaga, 
masyarakat, dan/atau perseorangan yang berjasa dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat. (3) Ketentuan mengenai pemberian 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptitf kualitatif yaitu penelitian 
tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, 
kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti 
dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari  filsafat konstruktivisme yang 
berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran 
pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif 
ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif 
partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, 
diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.
27
 Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang 
selengkap mungkin mengenai kebijakan terkait peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Cacat Tubuh di PSBD Wirajaya Makassar. Teknik kualitatif dipakai 
sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk memahami realitas 
rasional sebagai realitas subjektif khususnya pekerja sosial dan pegawai harian PSBD 
Wirajaya Makassar. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat 
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 utama dalam pengumpulan data. Dari observasi diharapkan mampu menggali dampak 
Kebijakan dan Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 
Tubuh PSBD Wirajaya Makassar. 
B. Metode Pendekatan 
Adapun metode Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. 
Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan 
PSBD Wirajaya Makassar. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis 
berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam 
situasi tertentu Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan 
dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud 
menemukan ―fakta‖ atau ―penyebab‖. Penyelidikan fenomenologis bermula dari 
diam. Keadaan ―diam‖ merupakan upaya menangkap apa yang dipelajari dengan 
menekankan pada aspek-aspek subjektif dari perilaku manusia. Fenomenologis 
berusaha bias masuk ke dalam dunia konseptual subjek nya agar dapat memahami 
bagaimana dan apa makna yang disusun subjek tersebut dalam kehidupan sehari-
harinya. Singkatnya, peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek 
itu sendiri, dengan tidak mengabaikan membuat penafsiran, dengan membuat skema 
konseptual. Peneliti menekankan pada hal-hal subjektif, tetapi tidak menolak realitas 
―di sana‖ yang ada pada komunitas PSBD Wirajaya Makassar dan yang mampu 
menahan tindakan terhadapnya. Para peneliti kualitatif menekankan pemikiran 
subjektik karena menurut pandangannya dunia itu dikuasai oleh angan-angan yang 
mengandung hal-hal yang lebih bersifat simbolis dari pada konkret. Jika peneliti 
 menggunakan perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial biasanya 
penelitian ini bergerak pada kajian mikro. 
Paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek 
penelitian (informan penelitian) melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti 
melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan makna yang 
berkaitan dengan pokok masalah penelitian.  
C. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi partisipan, yaitu 
dengan menggunakan alat bantu berupa alat tulis menulis.  Peneliti 
memperhatikan segala hal yang erat kaitannya dengan Masalah yang 
dihadapi oleh Klien dan Pekerja Sosial di PSBD Wirajaya Makassar. Pada 
pengamatan ini, instrument yang dibutuhkan adalah kamera, buku tulis, 
pulpen, serta alat pengolahan data. 
b. Wawancara 
Dalam mengumpulkan data, penulis mengadakan wawancara mendalam 
melalui dari keterangan informan pangkal yang dapat memberikan kepada 
peneliti petunjuk lebih lanjut tentang adanya Indvidu lain dalam masyarakat  
yang dapat memberikan berbagai informasi atau keterangan lebih lanjut yang 
diperlukan. 
Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah questiner, alat 
perekam suara, pulpen dan kertas. 
 c. Dokumentasi 
Alat pengumpul data yang dapat menunjang penelitian ini adalah 
dengan menggali dokumen yang dimiliki PSBD Wirajaya Makassar. Adapun 
instrument yang digunakan pada dokumentasi ini adalah kamera, pulpen serta 
dokumen file dalam bentuk soft file copy dan foto copy dokumen  
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Mayoritas data yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat 
kualitatif. Oleh karena itu, dalam memperoleh data  tersebut dipergunakan 
metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif. Demikian pula dalam 
menganalisa data yang telah dikumpulkan juga tidak digunakan teknik analisa 
data yang sifatnya static. Sehingga dalam mengelolah data, maka teknik analisis 
yang digunakan antara lain sebagai berikut: 
a. Analisis Induktif, yaitu suatu teknik berpikir atau menganalisa data dari 
masalah yang bersifat khusus (micro) kemudian menarik kesimpulan secara 
umum (makro). Dalam hal ini, sutrisno hadi menjelaskan bahwa : berpikir 
induktif berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit , kemudian 
ditarik generalisasi yang bersifat umum.
28
 
b. Analisis Deduktif, yaitu menganalisah data dengan jalan mengawali dari 
masalah-masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara 
khusus. Atau dengan kata lain bahwa metode deduktif ini berangkat dari 
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 pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum, kemudian menarik 
kesimpulan yang bersifat khusus.
29
 
c. Analisis Komparatif, artinya menganalisa data dengan jalan membandingkan 
antara satu pendapat atau data dengan data dan pendapat yang lain kemudian 
menarik kesimpulan. Jadi dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan 
penulis hanya menggunakan teknik analisis data yang sifatnya 
perbandingan.
30 
Dalam metode komparatif inilah makanya penelitian variable-variabel 
tertentu yang berkaitan dengan perencanaan peningkatan kesejateraan sosial Panti 
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 BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Profil Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
1. Latar Belakang Berdirinya Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
Panti Sosial Bina Daksa ( PSBD ) Wirajaya Makassar adalah Panti yang 
menangani para penyandang cacat tubuh di kawasan timur Indonesia, yang 
sebelumnya bernama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh ( PRPCT ) yang 
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) yang bertanggung jawab 
langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen 
Sosial Republik Indonesia. 
PSBD Wirajaya Makassar mempunyai kapasitas tampung maksimum 250 
orang penyandang cacat tubuh dari kawasan timur Indonesia meliputi  : Sulawesi, 
Maluku, Irian Jaya (Papua), Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan atau terdiri dari 
15 propinsi, 28 kota dan 170 kabupaten. 
2. Sejarah Berdirinya PSBD Wirajaya Makassar 
Dilatar belakangi oleh banyaknya cacat tubuh korban perang Dunia ke II dan 
korban keganasan Westerling yang dikenal dengan ‖ Korban 40.000 jiwa ‖ di 
Sulawesi Selatan, maka pada Tahun 1954, Andi Pangerang Pettarani dan Mr. Tjiang 
Kok merintis berdirinya perkampungan penderita cacat tubuh terutama bagi korban 
perang kemudian ditindak lanjuti pada tahun 1957 yaitu peletakan batu pertama 
 pembangunan perkampungan penderita cacat tubuh korban perang oleh Bapak Kasad 
Gatot Subroto dan dipimpin oleh Dr. England dan sekretarisnya John Ekel. 
Selanjutnya pada tanggal 11 DeSumber 1960, diresmikan sebagai Rehabilitasi 
Centrum Ujung Pandang oleh Pangdam XIV Hasanuddin Kolonel M. Yusuf bersama 
Gubenur Sulawesi Selatan Andi Rivai ( Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial 
RI tanggal 25 Agustus 1959 ) yang merupakan cabang Rehabilitasi Centrum Prof. 
DR. Soeharso Solo. 
Dari Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh ( LRPCT ) Tahun 1979 
menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh ( PRPCT ) dengan SK Menteri 
Sosial RI Nomor : 41/HUK/KEP/XI/1979. Kemudian pada Tahun 1994, Menjadi 
Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor : 
41/HUK/KEP/XI/1994 tentang pembakuan nama UPT di lingkungan Departemen 
Sosial RI. Dan pada tahun 2001, Berada di lingkungan BKSN kemudian Departemen 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI selanjutnya pada Tahun 2002, Menjadi Panti 
UPT dibawah naungan Departemen Sosial RI berdasarkan Kepmensos RI. Nomor: 
06/HUK/2002 tentang Struktur Organisasi Departemen Sosial RI. Diperkuat 
Kepmensos RI. Nomor: 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial 
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 3. Visi dan Misi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
Visi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar adalah Menjadikan 
penyandang Cacat Tubuh PSBD Wirajaya Makassar yang berkualitas dan memiliki 
sikap percaya diri yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun misinya 
adalah : (1) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang profesional bagi 
penyandang cacat tubuh.  (2) Memberikan pelayanan kepada penyandang cacat tubuh 




4. Tugas dan Fungsi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
a. Tugas Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
Panti sosial bina Daksa Wirajaya Makassar mempunyai Tugas memberikan 
bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, 
promotif dan bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, 
pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para penyandang cacat 
tubuh agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta 
pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan. 
b. Fungsi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar: (1) menyusun rencana 
dan program serta evaluasi dan laporan, (2) pelaksanaan registrasi, observasi, 
identifikasi, diagnosa sosial dan peerawatan, (3) pelaksanaan pelayanan dan 
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 rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan (4) 
pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut, (5)pelaksanaan 
pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan, (6) 
pelaksanaan pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial, (7) 
pelaksanaan urusan tata usaha. 
33
 
5. Keadaan Klien (binaan) dan Pegawai serta Pekerja Sosial PSBD Wirajaya 
Makassar tahun 2011 
 Kuantitas klien di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar tahun 2011 
tercatat sebanyak 200 (dua ratus) orang.  Jumlah tersebut berasal dari berbagai 
provinsi di Indonesia Timur yang menjadi wilayah binaan PSBD Wirajaya Makassar. 
Adapun jumlah klien yang berasal dari beberapa daerah tersebut dapat kita lihat pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 1 
Jumlah Klien Perwakilan Provinsi binaan khusus PSBD Wirajaya Makassar 
No. Asal Daerah Jumlah 
Perwakilan 
Ket. 
1 Sulawesi Selatan 69  
2 Selawesi Barat 11  
3 Sulawesi Tenggara 15  
4 Sulawesi Tengah 20  
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 5 Sulawesi Utara 6  
6 Gorongtalo 7  
7 Kalimantan Selatan -  
8 Kalimantan Tengah -  
9 Kalimantan Timur -  
10 Nusa Tenggara Barat 13  
11 Nusa Tenggara Timur 31  
12 Maluku 7  
13 Maluku Utara -  
14 Papua Barat 11  
15 Papua Timur 10  
Jumlah 200 Orang 
(Sumber data : Dokumentasi Kelompok Jabatan Fungsional PSBD Wirajaya Makassar  
Tahun 2011) 
 Berdasarkan pendidikan klien Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
Makassar, tercatat bahwa yang mendominasi adalah klien yang telah tamat Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Adapun gambaran tersebut dapat kita lihat 
pada tabel berikut ini. 
Tabel 2 
Tingkat Pendidikan Klien PSBD Wirajaya Makassar 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Ket. 
1 Tidak Pernah Sekolah 7  
2 Sekolah Dasar (tidak tamat) 61  
 3 Sekolah Dasar (tamat) 31  
4 SMP (tidak tamat) 155  
5 SMP (tamat) 25  
6 SMP (LB) 10  
7 Madrasah Tsanawiyah 37  
8 SMA (tak tamat) 1  
9 SMA (tamat) 2  
10 Madrasah Aliyah 3  
11 Mahasiswa - Belum ada 
(Sumber data : Dokumentasi Kelompok Jabatan Fungsional PSBD Wirajaya Makassar  
Tahun 2011) 
 Tingkat pendidikan klien sebagaimana tergambar di atas hanya sampai 
pada pelajar SMU sederajat yang jumlahnya sangat minim. Tidak ada seorangpun 
klien yang telah menduduki bangku perkuliahan meski beberapa semester saja.  
 Data penerima pelayanan rehabilitasi penyandang cacat tubuh di PSBD 
Wirajaya Makassar terkait dengan Jurusan Keterampilan yang ada memilikijumlah 
klien yang bervariasi, adapun jumlah klien pada tiap jurusan keterampilan yang 




 Tabel 3 
Jumlah Klien pada tiap Jurusan Keterampilan di PSBD Wirajaya Makassar 
No. Jurusan Jumlah Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 Fotografi 16 - - 
2 Elektronika 39 - 39 
3 Percetakan dan Sablon 27 4 31 
4 Automotif 34 - 34 
5 Tatarias - 8 8 
6 Penjahitan Pakaian - 43 43 
7 Meubelair 11 - 11 
(Sumber data : Dokumentasi Kelompok Jabatan Fungsional PSBD Wirajaya Makassar  
Tahun 2011) 
 Penempatan jurusan tersebut disesuaikan berdasarkan hasil assessment yang 
dilakukan saat tahap seleksi berlangsung. Penempatan tersebut bisa dilakukan dengan 
dasar potensi permintaan tenaga kerja di pasaran, bisa juga berdasarkan bakat dan 
minat klien serta penyesuaian lainnya. 
 Jurusan yang memiliki klien lebih banyak adalah Penjahitan Pakaian yang 
semuanya terdiri dari klien wanita, sedangkan jurusan yang memiliki klien lebih 
sedikit adalah jurusan Tatarias yakni hanya terdapat delapan orang dari 200 orang 
klien yang ada. 
 
  
 Jika dilihat dari segi agama yang di anut oleh klien PSBD Wirajaya 
Makassar, maka dapat kita liha klien berdasarkan jumlah penganutnya sebagaimana 
penyajian tabel berikut ini. 
Tabel 4 
Agama yang di Anut oleh Klien di PSBD Wirajaya Makassar 
No. Agama  Jumlah Pengikut Ket. 
1 Islam 130  
2 Kristen 70  
3 Hindu -  
4 Budha -  
5 Konghucu -  
(Sumber data : Dokumentasi Kelompok Jabatan Fungsional PSBD Wirajaya Makassar  
Tahun 2011) 
 Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama 
Islam adalah agaman yang mendominasi penerima pelayanan sosial Penyandang 
Cacat Tubuh, sedangkan Agama lainnya adalah Kristen. Untuk tiga agama lainnya 
yang resmi dan diakui oleh Negara tidak ada yang medapatkan pelayanan sosial 
khusus pada tahun 2011. Hal ini yang mempermudah Pembinaan agama yang ada di 
PSBD Wirajaya Makassar yakni pembinaan Agama Islam dan Agama Kristen Saja, 
namun PSBD Wirajaya Makassar juga akan menyediakan pembinaan agama budha 
 jika klien tersebut memiliki agama budha.
34
 
 Terkait dengan data pekerjaan orang tua klien di Panti Sosial Bina Daksa 
Wirajaya Makassar didominasi oleh petani. Sebagian dari pekerjaan orang tua klien 
adalah sebagai wiraswasta. Meskipun demikian juga terdapat klien yang orang tuanya 
berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
35
 Keretangan tentang data pekerjaan orang 
tua klien tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 5 
Pekerjaan Orang Tua Klien PSBD Wirajaya Makassar 
No. Profesi Orang Tua Jumlah Ket. 
1 Petani  152  
2 Wiraswasta 11  
3 Pensiunan 7  
4 PNS 5  
5 Buruh 8  
6 Jualan (PKL) 7  
7 Supir 3  
8 UKT 3  
(Sumber data : Dokumentasi Kelompok Jabatan Fungsional PSBD Wirajaya Makassar  
Tahun 2011) 
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 Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa sudah sewajarnya penyandang 
cacat tersebut mendapatkan pelayanan sosial akibat dari Cacat Tubuh yang 
dideritanya dan pekerjaan orang tuanya yang memang seharusnya mendapatkan 
bantuan sosial dari pemerintah.
36
 
Selain data klien, PSBD Wirajaya Makassar juga memberikan pemaparan dan 
data terkait dengan Pegawai yang terdiri dari Jenjang Pendidikan, Struktur 
Kepegawaian serta Golongan Pegawai  serta status PNS dan CPNS Peagawai 
tersebut. Jumlah perkerja sosial dan pegawai tersebut dapat kita lihat pada tebel 
berikut ini. 
Tabel 6. 
Daftar Pegawai dan Pekerja Sosial PSBD Wirajaya Makassar 
No. Keadaan Pegawai PNS (orang) CPNS (orang) Jumlah (orang) 
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Jumlah 72 (orang) 
(Sumber data : Dokumentasi Kelompok Jabatan Fungsional PSBD Wirajaya Makassar  
Tahun 2011) 
 
 Secara kuantitas, pegawai telah memenuhi standar karena secara structural 




B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh 
1. Memiliki Kepegawaian dan Pekerja Sosial yang cukup sehingga dipandang 
mampu melayani penyandang cacat tubuh di PSBD Wirajaya Makassar dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan sosial pada mereka yang sedang dibina maupun 
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 yang telah dibina.  
Salah satu upaya yang dilakukan oleh PSBD Wirajaya Makassar dalam 
meningkatkan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah menyediakan 
tenaga Pekerja Sosial dan pegawai teknis lainnya.
38
 
Saat penulis melakukan interview (wawancara), responden mengemukakan 
bahwa mulai dari pejabat struktural, tenaga medis, keamanan, kebersihan lingkungan, 
pembina agama, pembina kegiatan ekstra, hingga tenaga Pekerja sosial tersedia 
sehingga dianggap mampu meningkatkan kuailtas pendidikan dan keterampilan klien. 
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran proses pembelajaran. 
Persiapan Sarana dan Prasana serta persiapan teknis dan metode pembinaan 
Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Sosial Penyandang Cacat Tubuh adalah sebagai berikut : 
Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh yang terkait dengan 
pengadaan atau penyediaan sarana dan prasarana serta aksebilitas yang menunjang 
kelancaran pembinaan di PSBD Wirajaya Makassar adalah (1) Jalan beraspal yang 
menghubungkan antara bangunan di dalam kompleks, (2) dosloop (jalan lorong), (3) 
Jalan khusus kursi roda, (4) kantor Bangunan, (5) Gudang, (6) Bengkel, (7) 
Poliklinik,  (8) Aula Serba Guna, (9) Bimbingan Keterampilan, (10) Gedung Olah 
Raga, (11) Garasi, (12) Perpustakaan, (13) Rumah Dinas, (14) Wisma Tamu, (15) 
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 Asrama Klien, (16) Masjid, (17) Workshop PAUD, (18) Dapur/Rumah Makan Klien, 
(19) Pos Satpam, (20) kendaraan dinas, (21) kendaraan roda 4, (22)kendaraan roda 2, 
(23) Bus, (24) kendaraan unit pelayanan sosial keliling (UPSK), (25) peralatan 
tingakan medis, (26) peralatan medikasi, (27) sarana pemeriksaan fisik sederhana, 
(28) sarana obat-obatan lengkap, (29) peralatan fisioterapi, (30) sarana latihan 
Orientasi Panti, (31) Infra phil, (32) electrical stimulasi, (33) statistic bicycle, (34) 
paralel bar (besi latihan berjalan), (35) alat dan bahan latihan pendidikan (sesuai 
jurusan), (36) laboratorium komkputer desain grafish, (37)lapangan dan sarana olah 
raga, (38) alat bantu tubuh, (39) pakaian seragam pendidikan dan olah raga, (40) 
peralatan kesenian, (41) peralatan Pramuka.
39
 
3. Menjalin Hubungan Kerjasama dengan berbagai Lembaga, organisasi maupun 
Perusahaan. 
Hal lain yang tidak kalah pentingnya terkait peningkatan jaringan kerja yang 
membantu serta mempermudah upaya peningkatan kesejahteraan sosial Panti  ialah 
adanya Kerja Sama dan Dukungan dari Berbagai pihak dan Instansi Sosial, baik 
Instansi Pemetintah maupun Instansi Suasta dan pengusaha. adapun instansi yang 
telah menjalin kerjasama dengan PSBD Wirajaya Makassar adalah sebagai berikut. 
a. Pemerintah Daerah sekawasan Timur Indonesia, bentuk kerjasamanya dalam 
hal pengiriman dan pemulangan klien. 
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 b. Dinas Sosial sekawasan Timur Indonesia, bentuk kerjasamanya yaitu dalam 
hal pelaksanaan pendekatan awal dan bimbingan lanjut bagi eks. Klien, 
c. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, bentuk 
kerjasamanya yaitu pemagangan klien ke perusahaan-peruasahaan, 
d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, bantuk 
kerjasamanya yaitu memberikan informasi tentang perindustrian dan 
perdagangan melalui bimbingan kewiraswastaan. 
e. APINDO Provinsi Sulawesi Selatan, bentuk kerjasamanya yaitu memberikan 
informasi tentang dunia usaha melalui sarasehan atau pertemuan orang tua 
klien.  
f. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), bentuk kerjasamanya yaitu setiap 
penyelenggaraan pemulangan (program resosialisasi) pihak Bank BRI 
memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang perbankan dan prosedur 
memperoleh modal kerja. 
g. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, bentuk kerjasamanya 
adalah pihak koperasi memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang 
berkoperasian dan teknik pengolahan usaha. 
h. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, bentuk kerjasamanya yaitu 
memberikan pelayanan medis bagi klien yang membutuhkan opname/operasi 
bedah tulang yang dapat dirujuk melalui program jaringan pengamanan sosial 
(JPS). 
i. Kepolisisan, bentuk kerjasamanya adalah dalam hal perlindungan hukum dan 
 keamanan bagi klien dalam PSBD Wirajaya Makassar. 
j. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, bentuk kerjasamanya adalah dalam hal 
pembinaan fisik, sosial dan mental bagi klien yang mengikuti kegiatan 
pramuka, baik tingkat rangkum cabang daerah maupun tingkat nasional. 
k. Media Cetak dan Elektronik, bentuk kerjasamanya yaitu dalam hal penyiaran 
program pelayanan PSBD Wirajaya Makassar. 
l. Lembaga Swadaya Masyarakat, bentuk kerjasamanya adalah pada kegiatan 
Bakti Sosial. 
m. Organisasi kepemudaan, bentuk kerjasamanya yaitu dalam hal pembinaan 
generasi muda melalui olah raga dan seni 
n. Karang Taruna Provinsi Sulawesi selatan, bentuk kerjasamanya dalam hal 




4. Menyediakan Program Keterampilan yang dibutuhkan di pasaran kerja yang 
dilengkapi dengan sarana pendukung proses pembelajaran 
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang fokus pada Metode pembinaan 
(bimbingan) yang dilakukan di PSBD Wirajaya makassar juga didukung oleh 
kelengkapan fasilitas dan materi pendidikan pada setiap jurusan keterampilan yang 
ada di PSBD Wirajaya makassar. dari ketujuh jurusan yang tersedia pada pusat 
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 pelayanan sosial penyandang cacat tubuh ini, kesemuanya dinilai telah mampu 
meningkatkan mutu dan taraf pendidikan keterampilan klien yang dibina pada panti 
tersebut. adapun kelengkapan fasilitas dan metode pembinaan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 
a. Keterampilan penjahitan pakaian pria dan wanita. jurusan ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang cacat tubuh 
agar memiliki kemampuan merancang dan merubah berbagai macam pola 
pakaian pria dan wanita, baik pakaian dewasa maupun pakaian anak-anak. 
1) Materi pelajaran meliputi; (1) Tingkat dasar yaitu teori dan praktek 
membuat pola dasar pakaian pria dan wanita, (2) Tingkat lanjut yaitu 
teori dan praktek merubah model pakaian pria dan wanita, (3) Tingkat 
mahir yaitu teori dan praktek membuat desain termasuk cara membuat 
pakaian pria dan wanita, (4) Teori dan praktek dasar-dasar menyulam 
(bordir). 
2) Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek, (2) Mesin jahit juki dan 
mesin jahit biasa, (3) Mesin yanome untuk bodir, (4) Mesin yatama untuk 
menjahit baju kaos dan necis serta memasang kancing dilengkapi pula 
dengan mesin jahit speed  besar dan mesin obras, (5) Mesin biasa, (6) 
Bahan praktek menjahit. 
b. Keterampilan percetakan/sablon. jusan ini bertujuan memberikan 
pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang cacat tubuh agar memiliki 
 kemampuan dibidang percetakan dan sablon. 
1) Materi pelajaran meliputi; (1) Teori dan praktek mencetak, (2) Teori dan 
praktek sablon, (3) Teori dan praktek menjilid, (4) Mencetak offset dan 
dufl. 
2) Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek, (2) Mesin offset untuk 
mencetak undangan, (3) Mesin pemotong kertas, (4) Mesin cetak duflo 
untuk merekam kertas dan (5) Mesin pres dan komputer. 
c. Keterapilan elektronikan yaitu jurusan keterampilan yang bertujuan 
memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang cacat tubuh 
agar memiliki kemampuan dibidang elektronik, yakni kemampuan untuk 
merangkai barang elektronik dan memperbaiki barang-barang elektronik 
seperti (amplifier), televisi, kulkas, dan menggulung trafo. 
1) Materi pelajaran meliputi; (1) Teori dan praktek tentang listrik, (2) Teori 
dan praktek rangkaian elektronika, (3) Teori dan praktek tentang trouble 
shoting, (4) Teori dan praktek cara memperbaiki radio (amplifier), (5) 
Teori dan praktek cara memperbaiki televisi, kulkas, dll. 
2) Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek, (2) Tool set, (3) Avometer 
dan adaptor, (4) Bahan praktek elektronika. 
d. Keterampilan automotif yang bertujuan memberiakan pengetahuan dan 
keterampilan bagi penyandang cacat tubuh di bidang outomotif, sehingga 
mereka mampu memahami dan mengoperasikan peralatan las, bongkar 
pasang mesin-mesin automotif. 
 1) Materi pelajaran meliputi; (1) Teori dan praktek pengelasan, (2) Teori dan 
praktek bongkar pasang mesin serta cara menghidupkan mesin, (3) Teori 
dan praktek kelistrikan tentang sepeda motor, (4) Teori dan praktek 
tentang dico serrta modifikasi motor. 
2) Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek, (2) Mesin las yang terdiri 
atas las listrik dan las aseteli, (3) Bor duduk, (4) Beck lift (dongkrak) 
biasa dan otomatis, (5) Compressor,  (6) Bahan praktek sepeda motor. 
e. Ketempilan fotografi bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan 
bagi penyandang cacat tubuh di bidang fotografi agar mereka mempunyai 
kemampuan untuk memotret dan mencetak foto,  baik secara manual maupun 
secara komputerisasi. 
1) Materi pelajaran meliputi; (1) Teori dan praktek dasar-dasar pemotretan, 
(2) Komposisi fotografi termasuk teknik pemotretan dan teknik 
percetakan, (3) Teknik studio (teknik pencahayaan) 
2)  Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek (2) Kamera foto biasa dan 
digital, (3) Kamera shuting DVD, (4) Mesin cetak, (5) Laboratorium 
(Kamar gelap). 
f. Keterampilan tata rias bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
keterampilan bagi penyandang cacat tubuh agar memiliki kemampuan 
dibidang tatarias. 
1) Materi pelajaran meliputi; (1) Teori dan praktek pangkas rambut, (2) 
Teori dan praktek creabathm, (3) Teori dan praktek penyampoan, (4) 
 Teori dan praktek menyemir rambut, (5) Teori dan praktek facial (cuci 
muka), (6) Teori dan praktek make up dan cara Pengantin maupun cara 
menyanggul 
2)  Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek, (2) Steammer 
(penguapan), (3) hairdriyer (pengeringan rambut), ditambah dengan 
peralatan lain yaitu gunting, sisir dsb. 
g. Keterampilan meubelair (pertukangan kayu) bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang cacat tubuh agar mereka 
memiliki kemampuan dibidang pertukangan kayu serta mampu 
mengoperasikan peralatan-peralatan yang sudah modern (peralatan yang 
mempergunakan mesin dan listrik). 
1) Materi pelajaran meliputi; (1) Dasar-dasar pertukangan kayu, (2) Teori 
dan praktek membuat meubel, (3) Teori dan praktek mengoperasikan 
berbagai alat dan mesin pertukangan kayu.  
2) Faslitas meliputi; (1) Ruang teori dan praktek, (2) Mesin siku, (3) Mesin 
bor/pahat, (3) Mesin ketam, (4) Mesin bubut dan (5)Bahan praktek 
(kayu, dempul dan cat). 
5. Memberikan standarisasi atau syarat yang bias memperoleh pelayanan sosial di 
PSBD Wirajaya Makassar. 
 Untuk meningkatkan kenyamanan dalam proses pendidikan di Panti Sosial 
Bina Daksa Wirajaya Makassar, pihak panti menetapkan aturan khusus didalam panti 
dan kesepakatan untuk menjaga agar ketertiban tetap terjalin, adapun Syarat-syarat 
 mengikuti pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti sosial bina daksa wirajaya 
Makassar. 
a. Penyandang cacat tubuh (tidak mempunyai cacat ganda/cacat lain) atau 
penyandang cacat tuna wicara yang telah lulus SLB (dilampirkan ijazah). 
b. Umur 17-35 tahun (usia produktif) 
c. Belu menikah dan bersedia tidak menikah Selama mengikuti program 
pelayanan rehabilitasi sosial. 
d. Mampu dididk dan mampu latih serta membaca dan menulis. 
e. Tidak dalam pendidikan formal (sekolah) dan belum mempunyai pekerjaan 
tetap. 
f. Bersedia mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial selama 
maksimal 2 (dua) tahun. 
g. Membawa formulir pendaftaran. 
h. Surat pengantar dari kantor dinas sosial/kesejahteraan sosial setempat. 
i. Membawa surat keterangan dokter. 
j. Membawa surat pernyataan orang tua/wali. Adapun pernyataan yang 
ditetapkan untuk orang tua adalah;  (1) sanggup berpartiipasi dalam 
pembinaan anak kami serta Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang 
berlaku di PSBD Wirajaya Makassar, (2) Menerima segala resiko yang 
Mungkin terjadi terhadap diri anak kami tentang hal-hal diluar jangkauan 
kemampuan penanganan panti, (3) bersedia menerima kembali anak kami 
(dengan dasar) ketika ada keputusan kepala PSBD Wirajaya Makassar, 
 permohonan dari kami sendiri atau pengunduran diri anak kami. 
k. Membawa surat pernyataan calon klien. Terkait dengan persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh calon klien adalah; (1) Bertekad untuk  mengikuti 
bimbingan dan latihan keterampilan di PSBD Wirajaya Makassar tanpa 
paksaan dari pihak lain, (2) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di 
Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, (3) Mengikuti segala petunjuk 
dan arahan baik dari pembina maupun kepala PSBD Wirajaya Makassar, (4) 
Menjaga nama baik PSBD Wirajaya Makassar, (5) Sanggup dan bersedia 
menerima segala sanksi yang akan diberikan berdasarkan keputusan PSBD 
Wirajaya Makassarsebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan 
(oleh klien). 
l. Membawa surat kuasa orang tua wali. 
m. Membawa surat keterangan belum menikah. 
n. Membawa pas photo sebanyak dua lembar. 
o. Membawa photo seluruh badan yang memperlihatkan kecacatan tampak dari 
depan dan dari samping ukuran 3R. 
p. Membawa foto copy ijazah terakhir dan sertifikat bagi yang pernah 
mengikuti kursus. 
q. Membawa surat keterangan tidak mampu dari Desa/Lurah. 
r. Membawa kartu JPS/ASKESKIN/JAKESAS. 
s. berkas pendaftaran telah diterima di PSBD Wirajaya Makassar paling lambat 




C. Penyusunan dan Penerapan Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan 
sosial Penyandang Cacat di Panti Sosial Bina Daksa dalam melayani Klien. 
Pada penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di 
PSBD Wirajaya Makassar, dikemukakan oleh informan yaitu kepala seksi program 
dan advokasi sosial (Dra. Sitti Kalsum) memberikan gambaran dan data bahwa 
penyusunan program di PSBD Wirajaya Makassar sebagai berikut. 
a. Melakukan evaluasi program yang telah ada sebelumnya. Ealuasi ini difokuskan 
pada beberapa hal sebagai berikut : 
a. Menelaah masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh PSBD Wirajaya 
Makassar yang kemudian dilakukan pengkajian terhadap penyebab terjadinya 
kendala-kendala teknis tersebut. 
b. Menacari program kerja yang tepat sasaran dan berhubungan langsung dengan 
peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat tubuh. 
c. Menilai keberhasilan program yang telah ada kemudian murumuskan program 
yang paling tepat untuk periode selanjutnya.
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b. Melakukan evaluasi terhadap keadaan binaan serta alat pendukung keberhasilan 
program dilapangan yang diarahkan pada metode pembinaan klien di PSBD 
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 Wirajaya Makassar. 
 Untuk menusun dan menerapkan pningkatan kesejahteraan sosial di PSBD 
Wirajaya Makassar. Pada lembaga telah memiliki Tahapan atau Proses pelayanan dan 
rehabilitasi sosial yang dipandang mampu mengungkapkan masalah-masalah yang 
dihadapi penyandang cacat tubuh. Hal ini penting untuk memudahkan pembinaan dan 
pembagian jurusan sehingga semuanya tepat sasaran. Adapun tahapan dan proses 
pelayanan rehabilitasi sosial tersebut adalah sebagai berikut:
 43
 
a. Tahap Pendekatan awal (seleksi dan penentuan jurusan); (1) Konsultasi, (2) 
orientasi pengenalan panti, (3) motivasi dan (4) registrasi. 
b. Identifkasi yang meliputi; (1) pemeriksaan aspek fisik, (2) pemeriksaan aspek 
mental pskologi dan (3) pemeriksaan dan wawancara aspek sosialpemeriksaan 
dan pengetesan aspek vokasional. 
c. Seleksi 
d. Tahap Pembinaan meliputi ; (1) penempatan kedalam program yaitu 
menempatkan klien berdasarkan hasil assesment yang ditindak lanjuti dalam 
forum case comference. (2) pelaksanaan pelayanan bimbingan meliputi 
bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial, bimbingan resosialisasi dan 
bimbingan lanjut. Adapun bimbingan yang dimaksud adalah: 
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 1) bimbingan fisik dan mental. bimbingan tersebut adalah bimbingan 
pemeliharaan kesehatan diri dan lingkungan, oleh raga atau senam, 
bimbingan agama dan budi pekerti, bimbingan mental psikologis 
(konseling) 
2) bimbingan sosial terdiri dari kpramukaan, kesenian dan rekreasi. 
bimbingan keterampilan kerja terdiri dari, Keterampilan Penjahitan 
Pakaian Pria, Keterampilan Penjahitan Pakaian Wanita, Keterampilan 
Tatarias, Keterampilan Elektronika, Keterampilan Otomotif, Keterampilan 
Percetakan / Sablon, Keterampilan Fotografi, Keterampilan Meubelair 
(Pertukangan Kayu). 
3) Bimbingan resosialisasi terdiri atas, Bimbingan kesiapan keluarga dan 
masyarakat, Bimbingan kerja / usaha dalam bentuk PBK di perusahaan, 
Bimbingan kewiraswastaan, Kunjungan ke perusahaan dan instansi terkait 
dan Penempatan kerja/penyaluran yakni pengembalian klien ke daerah 
asal/instansi pengirim. 
4) Tahap Bimbingan Lanjut. Kegiatan ini merupakan bimbingan 
pengembangan dan pemantapan kerja/usaha bagi klien yang dilaksanakan 
setelah klien di kembalikan kedaerahnya. Tujuannya untuk mengetahui 
perkembangan kerja/usaha eks klien Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya 
Makassar. selanjutnya adalah terminasi yaitu pemutusan hubungan kerja. 
Kegiatan ini dilaksanakan setelah 2 ( dua ) tahun masa bimbingan lanjut 




D. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh 
Berdasarkan hasil wawancara atau interwiew yang penulis lakukan pada 
bagian program dan Advokasi Sosial di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, 
penulis mendapat beberapa keterangan terkait dengan masalah-masalah atau kendala-
kendala yang dihadapi pihak Panti dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, 
baik dari segi kendala teknis dan lapangan, maupun kendala pada metode pembinaan 
yang diberikan terhadap penyandang cacat (setelah melakukan wawancara kepada 
kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial yaitu Dra. St. Kalsum) adalah sebagai 
berikut : 
1. Perbedaan tingkat Intelektual anak 
(Penyandang Cacat Tubuh) yang berbeda-beda. sebagaimana umumnya pada 
masyarakat luar dalam suatu kelompok atau kelas, biasanya terdapat tingkat 
kecerdasan yang berbeda-beda. misalnya adalah di sekolah umum tempat menuntut 
ilmu yang di dalam sekolah tersebut terdapat kelas-kelas yang menampung berbagai 
siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. yang biasanya terlihat adalah 
perbedaan intelektual pada siswa tersebut sering kali sangat menonjol sekalipun anak 
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 tersebut mendapatkan pendidikan dan kurung waktu yang sama di bangku kelas. 
masalah yang kemudian muncul ialah jika anak tersebut belum mampu menyesuaikan 
diri dengan temannya yang lebih cerdas maka siswa tersebut harus menerima 
konsekuesi yang berat yaitu harus mengulang pelajaran selama kurun waktu tertentu 
hingga ia mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan 
di bangku sekolah tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi penyandang 
cacat tubuh di PSBD Wirajaya Makassar yang juga memiliki kondisi yang serupa. 
kebimbangan yang kemudian muncul ialah masa pendidikan di PSBD Wirajaya 
Makassar ini adalah berlaku umum dan semuanya mendapatkan pendidikan selama 
dua tahun pelajaran saja, meskipun pada kurung waktu tersebut klien belum 
mendapatkan keterampilan kerja yang maksimal sehingga mereka tidak percaya diri 
untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan di PSBD Wirajaya 
Makassar setelah dilakukan pemulangan kedaerah masing-masing untuk bekerja dan 
hidup layaknya masyarakat umum. dapat juga kita lihat pada kemungkinan lain, 
misalnya klien di PSBD Wirajaya Makassar telah menguasai dan mampu berwira 
usaha serta telah mampu hidup berdampingan dengan masyarakat umum dari hasil 
pendidikan yang telah diraihnya maka anak tersebut akan tetap dibina sampai masa 
pendidikan selama dua tahun selesai. Pandangan penulis terhadap tingkat kecerdasan 
dan mental klien tersebut perlu ada penyesuaian, hal ini penting untuk menjadikan 
program benar-benar tepat sasaran. Seharusnya klien benar-benar mampu 
menjalankan wira usaha berdasarkan keterampilan kerja yang telah dipelajarinya baru 
kemudian bisa di lepas untuk berwira usaha untuk perusahaan-perusahaan yang akan 
 menerima mereka bekerja, yang ditekankan oleh penulis yaitu meskipun belum 
mencapai dua tahun masa pendidikan jika telah menguasai keterampilan kerja dan 
dinilai telah memiliki mental yang baik untuk menghadapi masyarakat maka 
sebaiknya dicukupkan saja masa pendidikannya. keuntungannya adalah mengisi 
kuota yang kosong untuk kembali membina penyandang cacat tubuh yang lain.
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2. Perbedaan Latar Belakang Budaya 
Salah satu hal yang sangat mencolok pada perbedaan latarbelakang budaya 
dan daerah ini adalah kebiasaan minum minuman keras. ada beberapa klien yang 
sangat hoby minum minuman keras sehingga berbagai upaya dilakukannya untuk 
mendatangkan miras tersebut kedalam panti untuk dikonsumsi sementara dalam 
aturan Panti melarang siapa saja mengkonsumsi miras dilingkungan PSBD Wirajaya 
Makassar. masalahnya bukan karena larangan tersebut tetapi penyesuaian budaya 
minum minuman keras di tempat umum atau pada lembaga pendidikan itu sangat 
tidak berbudaya sehingga ini menjadi masalah karena klien biasa punya banyak cara 
untuk mendapatkan miras untuk dikonsumsi bersama beberapa orang rekanan yang 
bagi mayoritas rekanan lain merasa terganggu.
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3. Pekerja Sosial yang ada di PSBD Wirajaya Makassar yang hanya 
terdapat sebanyak 18 (delapan belas) orang saja  
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 Sementara Panti tersebut menampung peserta didik sebanyak 210 orang. 
Dengan demikian jumlah tersebut dinilai belum mencukupi standar nasional 
pelayanan klien yang sebaiknya setiap pekerja sosial mendampingi 5 (lima) orang 
klien. jika hal tersebut dipersentasekan, maka setiap pekerja sosial di PSBD Wirajaya 
Makassar mendampingi 11 sampai 12 orang untuk setiap pekerjaan sosial, belum lagi 
jika ada pembagian waktu jam kerja, yang secara otomatis akan membagi jadwal 
pekerja sosial terhadap pendampingan klien.
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4. Tidak Semua Klien memperoleh bantuan cacat 
Tidak semua penyandang cacat tubuh yang ada di PSBD Wirajaya Makassar 
mendapatkan bantuan alat protheol berupa kaki besi, kursi roda, atau tandu 
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Juli 2011 
 




Setelah penulis melakukan penelitian, terdapat beberapa point yang menjadi 
kesimpulan pada penelitian ini. Adapun garis besar kesimpulan dari hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Panti Sosial yang menangani Penyandang Cacat Tubuh yaitu Panti Sosial 
Bina Daksa Wirajaya Makassar tetap memprioritaskan sasaran kerja yaitu 
upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Tubuh yang telah 
berjalan dengan maksimal. 
2. Terkait perencanaan dan penyusunan program kerja, PSBD Wirajaya 
Makassar melakukan beberapa hal teknik yang teratur. Yang paling utama 
dalam melakukan perumusan program adalah melakukan melakukan evaluasi 
lapangan, kemudian mengelolah data dan merumuskan program kerja yang 
tepat sasaran. 
3. Kendala Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar adalah sebagai berikut : 
a. Pebedaan Tingkat Intelektual anak yang menonjol sehingga pekerja sosial 
sulit menentukan langka strategis untuk pembinaan di kelas yang sama. 
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b. Perbedaan Latar Belakang Budaya yang secara tidak sadar sangat 
mengganggu proses pendidikan dan pembinaan di PSBD Wirajaya 
Makassar, salah satu contohnya ialah budaya minum minuman keras yang 
pada budaya tertentu merupakan hal yang biasa saja, namun pada 
kebudayaan lain akan merasa sangat terganggu karena budaya minum 
minuman keras sangat terlarang. 
c. Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar Masih Membutuhkan Pekerja 
Sosial sebagai tenaga pelatih dan pendamping klien pada pembinaan 
keterampilan maupun bimbingan sosial, dll. 
4. Pada dasarnya, kegiatan kerja yang telah maupun sementara dan 
perencanaan kerja di PSBD Wirajaya Makassar telah ada dan berjalan 
sesuai dengan sistermatis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Demikianlah penelitian ini saya susun, semoga memberikan manfaat 
untuk kita semua, harapan saya selaku penulis ialah semoga ada penelitian 
lanjutan terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial PCT karena 
keterbatasan penelitian ini hanya berada pada tataran Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial PCT di PSBD Wirajaya Makassar saja, sementara masih 
banyak yang perlu diteliti dengan pengamatan yang mendalam mengenai 
penyandang cacat tubuh di Kawasan Timur Indonesia, baik terkait dengan 
 kebijakan pemerintah, maupun terkait dengan hak-hak PCT yang dinilai 
belum terpenuhi secara maksimal dan menyeluruh. 
Saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis 
harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas karya tulis saya 
selanjutnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
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